PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN FLY OVER
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A. Kesimpulan  
 Berdasarkan uraian dan analisis pada bab-bab sebelumnya, maka penulis 
dapat menarik kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang 
diajukan dalam penulisan hukum/skripsi ini yaitu: 
1. Pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan fly over 
jombor di Kabupaten Sleman telah sesuai dengan prosedurnya dan tidak 
bertentangan dengan Undang-Undang nomor 2 tahun 2012 karena 
pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan fly over 
jombor di Kabupaten Sleman melalui 4 tahapan, yang terdiri dari: 
a. Perencanaan 
b. Persiapan pengadaan tanah 
c. Pelaksanaan pengadaan tanah 
d. Penyerahan hasil pengadaan tanah 
2. Hambatan Yang Terjadi Selama Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk 
Kepentingan Pembangunan Fly Over Jombor Setelah Berlakunya Undang-






Pengetahuan dan kurangnya partisipasi pihak yang berhak terhadap 
pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, sehingga 
mengakibatkan terhambatnya proses pelaksanaan pengadaan ini. 
 
B. Saran  
 Berdasarkan kesimpulan di atas penulis dapat memberikan saran sebagai 
berikut: 
1. Pemerintah perlu memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai 
Pasal 6 Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar 
Pokok Agraria yang menyatakan bahwa semua hak atas tanah mempunyai 
fungsi sosial. Dengan begini masyarakat dapat mengerti dan turut 
berpartisipasi dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum. 
2. Pemerintah juga perlu memperhitungkan tentang dampak yang terjadi 
kepada masyarakat. Meskipun masyarakat telah diberi ganti kerugian bukan 
berarti semua kerugian yang dialami masyarakat telah selesai. Karena 
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Mengingat: !1. Peraturan Petnerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tin9gi Asing. Lembaga Penelitian dan'
. Pengembangan Asing. Badan; Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegitan Penelitian dan Pengembangan di
( Indonesia: . ,
:2. Peraturan Me'nteri Dalam Negao Nomor 20 Tahun 2011, tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Ungkungan
. Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah:
3. Peraturan Gubemur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di
: Lingkungan ~ekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Oaerah.
4. Peraturan Gubemur Daerah lstimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman PeJayanan Penzinan. Rekomendasl
Pelaksanaan Survei, Penelitian. Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istirnewa Yogyakarta.
OIiJINKAN untuk meJakukan kegiatan sUlVeilpeneJitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:
Nama : CHRISTIAN HASUDUNGAN NAIBAHO NIP/NIM: 10600
Alamat : FAKULTAS HUKUM, ILMU HUKUM, UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
Judul :PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN PEMBANGUNAN FLY OVER
JOMBOR SETElAH·BERLAKUNYA UU NOMOR 2 TAHUN 2012 01 KABUPATEN SLEMAN
Lokasi' :DINAs PEKERJAANUMUM, PERUMAHAN DAN E~ERGI SUMBER DAYA MINERAL DIY,
DINAS PERHUBUNGAN DIY
Waktu : 17 MEl 2016 sid 17 AGUSTUS 2016
Dengan Ketentuan
.. 1. Menyerahkan surat keteranganlijin surveVpenelitiall/pendataan/pengembangan/p.engkajian/studi Japangan -) dan Pemerintah Oaerah DIY
kepada BupatifWalikota mr~lalui institusi yang belWenangmengeluarkan ijin dimaksud:
2. Menyerahkan soft copy ht sir penelitiannya baik kepada Gubemur Daerah Istimewa Yogyakarta melaJui Biro Administrasi Pembangunan Setda
DIY daJam compact disk (CO) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.jogjaprov.goJd dan menunjukkan cetakan asli yang sudah
disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya diperguna~':sm untuk keper1uan iJmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang ber1aku di Iokasi kegiatan;
4. ljio penelitian dapat dipf;;-panjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan
perpanjangan melalui If/-.:'·;,\site adbang.jogjaprov.go.id:
5. Ijin yang diberikan dapa~ dbatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang beMaku.
Tembusan:
1. GUBERNUR DAE ISTIMEWA YOGYAKARTA (SEBAGAI LAPORAN)
2. DINAS PEKERJA~NUMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL DIY
: 3..DINAS PERHUBUN AN DIY
4. WAKll DEKAN I FA,;, UlTAS HUKUM, UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
5. YANG BERSANG}\UtAN
~otlce: undefi;ed va ria ble: rsmjtembusan in Iva r/www/hbnllizin/application/moduleslpznlcontrollersllzlnController.php on line 180
i
  
Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta, 55511
Telepon (0274) 864650, Faksimite (0274) 864650



















: Ka. Biro Administrasi Pembangunan Setda
: 070/RegNI236/4/2016
: 8 April 2016
: Permohonan Ijin Penelitian
Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka qapat
diberikan rekomendasi dan tidak keberatan untuk melaksanakan ;penelitian dengan judul
"PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH .UNTUK KEPENTINGAN PEMBANGUNAN FLY OVER











: Christian Hasudungan Naibaho
: Pondok Karya Agung Sungai Nangka Balikpapan
: 081215105235
: UAJY I Hukum
: 110510600
: S1
: JI. Babarsari Depok Siernan 'fogyaka~a
: BAPPEDA Sleman,DPUP,BPN dan Kec. Mlati
: 12 April- 12 Oktober 2016
Yang bersangkutan berkewajiban menghormati dan menaati peraturan serta tata tertib
yang berlaku di wilayah penelitian. Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Kepala Kantor Kesatuan Bangsa
ANI




BADAN :P;BR·EMcAMMN· P:BM~BA.l~.~N ·DA:~~
Jalan Parasamya N0':ll0r 1 Beran. Tridadi, Slem~n. Xogyakarta 5.55"11
Telepon (0274) 868800, Fakslmilie(0274) 8-68800
Website: 'NW'N:bappeda.slemankab.goJd, E-mail =. bappeda@sJemankab.goJd .
SURAT IZIN
Nomor: 070 I Bappeda 11604 1 2016
TENTANG
PENELITIAN
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Dasar : Peraturan Bupati Slem~Nomor : 45 Tahun 2013 Tentang Izin Penelitian, Izin Kuliah Kerja Nyata,
Dan Izin PraktikKerj~' Lapangan.
Menunjuk Surat dari Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Kab. Sternan
Nomor : 070/Kesbang/1524/2016 Tanggal: 13 April 2016
















Universitas Atma Jaya Yogyakarta
11. Babarsari Depok Sleman.Yogyakarta
Pondok Karya Agung Sungai Nangka Balikpapan
081215105235
Mengadakan Penelitian I Pra Survey I Uji Validitas I PKL denganjudul
PELAKSANAAN PENGADAANTANAH UNTUK KEP~NTINGAN .
PEM·BANGUN·AN FLY OVER JOM'BOR SETELAH BERLAKUNYA UU
NOM:OR 2 TAHUN 2012 Df KABUPATEN SLEMAN
Kabup~tenSiernan
Selama 3 Bulan mulai tanggal 13 April 2016 sid 13 Juli 2016
Dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Wajib me/aporkan diri kepada Pejabat Pemerintah setempat (Carnall Kepa/aDesa)atau Kepa/a Ins~ansi
untuk mendapat petunjuk seperjunya.
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan setempatyang·ber/aku.
3. !zin tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan di Iuar yang direkomendasikan.
4. Wajib menyampaikan Iaporan hasi/ penelitiiin berupa 1 (satu) CDformat PDF kepada Bupati diserahkan
melalui Kepa/a Badan Perencanaan Pembangunan Dae.rah.
5. Jz·in ini dapat dibata/kan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ~etentuan-ketentuandi ':ltas.
Demi~ian' izin inidikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya, :dibatapkan p.ejab~t peme~nta.h/non
pemerin~ setempat mettiberi·kail:bantuan .seperlunya.. .
. Setelah·selesai petaksanaan peneliti-anSaudara wajib menyampaikanl~poran~epada:lcami1 (satu) bulan·
setelah berakhimya penelitian.
Tembusan:
J. B.upati Sleman (sebagai laporan)
At Kepata Dina-s PUP Kab. Sleman
P Ka. BPN sternan
4. Kepala Dinas Hubkominfo Kab. Sleman -
5. Kabid. Fisik & Prasarana Bappeda Kab. Sleman
6. Dekan Fak. Hukum DAlY
7. Yang Bersangkutan
Dikeluarkan di sternan
Pada Tanggal : 13 Apri120!6
a.fl. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan.D~rah
Sekretaris
u.b~
~.. g Statistik, Penelitian, dan';~e~encan:aan
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BAD·AN PERTANAHAt~ ~{ASIONAL P....EPUBLII{ R{DO?;TE~IA
KANTOR PERTANAIiA.~KABUPATEN SLEMAN
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA Y·OGYAICARTA
JI. Dr. Rad..iimin, Telp. (0274) 869501,869502 Fax. (0274) 869144 Triharjo j S.leman Kode.Po~ 55514
LEMBA.tq D"lSPOSISI
No. Agenda! Register : t <A2 3> S Tingl\at Keamanan : sRJRJi3
Tanggal Penerimaan
TgL dan No. Surat
Dari
Ringkasan lsi
0'9 MAY 201 Tanggal Penyelesaian.
: .~.~ ~?t:?:.~ ?:!?Y:. N:9..:.. .c?.I\d..L..f!:.'!£1.~.1.L~.Qff.1u:>lb·
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Disposisi Diter~skankepada ;
~a. Sub Bagial1 Taia U~aha
2. Ka. Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan
3. Ka. Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah
4. Ka. Seksi Pengaturan dan Penatian Pertanaban
.s. Ka. Seksi Pengendalian dan Pembardayaan
6. Ka. Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara
·Parae
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BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA DIY
070/REGNI378/5/2016
17-05-2016
Surat Keterangan "Ijin PenelitianlWawancara an. CHRISTIAN
HASUDUNGAN NAiBAHO Judul: Pelaksanaan Pengadaan
Tanah untuk Kepentingan Pembangunan Fly Over Jombor
Setelah Berlaku"nya UU. No.2 Tahu"n 2012 d"i Kabuapaten














JADWAL RENCANA TAHAPAN PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH
UNTUK PEMBANGUNAN PELEBARAN JALAN RUAS BATAS KOTA SLEMAN - BATAS KOTA YOGYAKARTA 01 DESA SINDUAOI, KECAMATAN MLATI, KABUPATEN SLEMAN
, ,,' ",' "",,\"';i1i{i~~;ti.,l~f:;;}',:;:~:\':~:J<~'::Xi/' ";";i,"," ':',;<~,~1'~'0.X;j't:j~J;r,(i" P'<:':;i":" '!f~;~l"';" ''',':''" TA:A'lJN'AI\IGGARAN'201'6
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NO URAIAN PElAKSANAAN PENGADAAN TANAH (harl) JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEl JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER KETERANGAN
I II 11I1 IV I
"
III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV £
"
III IV I II 111 IV
TAHAPAN PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH I
A. PENYIAPAN PELAKSANAAN
1· Membentuk PelC'ksana Pengadaan Tanah dan Sekretariat 5 tgl. 25 sid 29
Pelaksana Pengadaan Tanah dan Satgas
B. INVENTARISASI DAN IDENTIFIKASI
1 Pemberitahuan kepada Pihak yg Berhak melalui lurah/kepala desa 5 tgl. 1 sid 5
scr langsung melalui sosialisasi. tatap muka atau surat
pemberitahuan
2 Melakukan Inventarisasi dan Identifikasi 6 tgl. 9 sId 16
3 Pengumuman Peta Bidang Tanah dan Daftar Nominatif 14 tgl. 17 sid 7
4 Keberatan Pihak yg Berhak thd hasil Inventarisasi dan Identifikasi 14 tgl. 17 sid 7
5 Verifikasi dan perbaikan peta bidang dan daftar nominatlf 4
•
tgl. 8 sid 11
C. PENETAPAN PENILAI DAN PELAKSANAAN PENILAIAN
1 Melaksanakan pengadaan jasa Penilai 30 tgl. 14 sId 25
2 Pelaksanaan penilaian oleh Penilai 5
-
tgl. 26 sid 2
D. MUSYAWARAH PENETAPAN BENTUK GANTI KERUGIAN
1 Melaksanakan musyawarah untuk menetapkan bentuk Ganti 30
Kerugian dengan Pihak yang Berhak secara langsung dengan tgl. 3 sid 15
mengikut sertakan Instansi yang memerlukan tanah
2 Pembayaran gantl kerugian kepada pihak yang tidak keberatan 7 tgl. 16 sid 24
3 ~emungkinan terjadi ketidak sepakatan/pengajuan keberatan : 30 tgl. 27 sid 9
a. pengajuan keberatan ke PN
b. jangka waktu putusan PN
c. pengajuan kasasi ke MA
d. jangka waktu putusan MA
E. PEMSERIAN GANTI KERUOIAN
1 Pemberian ganti kerugian dalam bentuk uang dila,kukan melalui jasa
Perbankan atau pemberian secara tunai yang disepakati antara
7 tgl. 10 sid 19Plhak yang Berhak dan Instans; yang memerlukan tanah.
2 Pemberian ganti keruglan dalam bentuk tanah pengganti I,
3 Pemberian ganti kerugian dalam bentuk permukiman kembali
4 Dalam bentuk lain yang disetujui kedua beJah pihak
F. PEMBERJAN GANTI KERUGIAN DALAM KEADAAN KHUSUS \
G. PENITIPAN GANTI KERUGIAN 7 tgl. 22 sid 30
H. PELEPASAN OBJEK PENGADAAN TANAH 7 tgl. 22 sid 30
I. PEMUTUSAN HUBUNGAN HUKUM 3 tgl. 31 sId 2
J. PENDOKUMENTASIAN PETABIDANG, DAFTAR NOMINATIF DAN 5 tgl. 5 sId 9DATA ADMINISTRASI .
TAHAPAN PENYERAHAN HASIL PENGADAAN TANAH
1 Membuat Dokumen Pengadaan tanah dalam rangkap 2 (dua), 1 asli
dan 1 fotocopy yang dilegallsir
2 Menyerahkan.1 rangkap fotocopy yang dilegallsir kepada instansi
yang memerlukan tanah dan 1 rangkap berupa asH untuk 3 tgl. 13 sId 15
kelengkapan permohonan sertlpikat HAT
3 Men~;ajukan permohonan sertipikat HAT kepada Kantah 30 tgl. 16 sid 27
